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kerjaan, di mana sistem ini dapat dilaksanakan dan mendukung penciptaan lapangan

pekerjaan.l

Saudara-saudara sekalian,

Demikian saya sampaikan, semoga Konferensi ke-2 Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum
Ketenagakerjaan Indonesia serta Seminar Perubahan Kurikulum Hukum Perburuhan ini
bermanfaat bagi peningkatan kualitas hukum ketenagakerjaan dan dapat diimplementasikan
untuk kesej ahteraan masyarakat,

Akhimya dengan mengucap Bismilahitahmanirrahirz Konferensi ke-2 Perkumpulan Pengajar
dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia serta Seminar Perubahan Kurikulum Hukum
Perburuhan, secara resmi saya nyatakan "DIBUKA".

Sekian, terima kasih.
Wassalamualaihtm Wr. W.,

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia

M. Hanif Dhakiri

Beberapa catatan disarikan oleh Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H. dan Key*note Speaker Menteri Ketenagakerjaan RI yang
disampaikan oleh Agatha Widianawati, S.H., M.H. pada acara pembukaan Konferensi ke-2 P3HKI di Medan, l2 Oktober
2017.

l) Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia masih jauh dari harapan jika dilihat dari jumlah pengangguran, kebijakan
pemerintah, belumdapat mengentaskan kemiskinan. Masalah ketenagakerjaan berdasar Data BPS 2012: pengangguran
terbuka 5,33% sekitar 7 juta dari angkatan kerja, jam kerja kurang dari 35 jam per minggu, 7 ,60/o dai penganggur atau
paruh waktu (normal 40 jam per minggu).

2) Produktivitas keda dipengaruhi faktor pekerjanya, pendidikan, lingkungan kerja, dan kebijakan pemberi kerja. Upah
termasuk minimum dan di atas upah minirnum ada kesenjangan upah antar daerah. Berdasarkan KHL, beda antar
daerah. Contohnya DKI Jakarta (KHL-UMP dibandingkan dengan Papua). UMP Jakarta lebih besar daripada Papua.

Fakta di Papua lebih kecil UMP di sektor tertentu (pertanian, industri kecil) masih di bawah UMP. Seharusnya upah
dapat memetruhi kelayakan, mencermiokan seimbang dengan resikonya. Seharusnya dapat meninggalkan insentif.

Harapan ada kolaborasi antara upah dan produktivitas ket'a. Peningkatan kompetensi pekerja, /inlr antara dunia
pendidikan dan dunia kerja dengan vokasi. Perkembangan dunia bisnis, membuka diri untuk revisi kurikulum.

3) Sekarang era digital dan optimalisasi, akan ada jenis-jenis pekerjaan yang akan hilang. Contohnya kartu tol, ada
pengurangan jenis pekerjaan. Belanja onlite, akan menggantikan jenis pekerjaan di mall. Meningkatkan fleksibilitas
tenaga kerja terkait dengan outsourcing. Biaya untuk pesangon sangat tinggi yakni 9 kali gaji. Faktanya belum semua
ketentuan pesangon dapat dilaksanakan oleh pengusaha karena tidak mampu memenuhinya.

Kebijakan pengernbangan pasar kerja seharusnya fleksibel. Langkah praktis seperti menerapkan pelaksanaan peraturan
tenaga kerja. Menciptakan keadilan bagi tenaga ke{a melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Cadangan
pesangon melalui subsidi jaminan hari tua.

4) Bagaimana sistem jaminan sosial bisa match denganUndang-Undang Nomor l3 Tahun 2003? Revisi Undang-Undang
Nomor l3 Tahun 2003 harus ada dukungan dari stakeholder dan bagaimana bisa sinkron?

Aturan pesangon dapat dibayar dengan dana pensiun. UU SJSN adajaminan pensiun yang bersifat wajib. Akibatnya
Pengusaha wajib bayar 2, yaitu dana pensiun sukarela dan UU SJSN. Jaminan kesehatan nasional, seluruh WNI wajib
ikut. Ada askes, UU SJSN tumn tangan untuk memberi bantuan, ada prinsip gotong royong.
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15. PERLII\DUNGAN TKI TERHADAP TKA DALANI PASAR KERJA
GLOBAL DI ERA PASAR BEBAS ASEAN

Lanny Ramli
(Dosen Hukum Perburuhan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya)

Mctbile phone: A8l5 5150 545; E-maii: lannyramli@yahoo.com

Abstrak: Pembahasan tentang manusia dan peke{aan tidaklah terlepas dari pernba-
hasan tentang hak asasi. Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang
secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat. Setiap
manusia berhak atas pekerjaan dan penghasilan dari pekerjaan.

Pembagian pekerjaan untuk manusia dikaitkan dengan hak sebagai warga Negara.
Negara berlanggung jawab untuk menyediakan pekerjaan untuk warga negaranya.
Berbagai cara ditempuh oleh Pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk mewu-
judkan kesejahteraan bagi warga negaranya.

Indonesia sebagai Negara yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan
Indonesia berpartisipasi ikut serta dalam pembentukan sebuah pasar tunggal di Kawasan
Asia Tenggara. Adanya pasar tlulggal di Kawasan Asia Tenggara itu semakin akan
meningkatkan daya saing ASEAN. Adanya pasar ttmBgal tersebut semakin menarik
rnenarik inverstor asing. Pasar tunggal di Karvasan Asia Tenggara itu disebut sebagai

MEA.

MEA sendiri diyakininya akan mernbuat masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas
hidupnya, baik kualitas personal maupun produk-produk agar manlpu bersaing dengan

bangsa lain. Ada empat hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan keikut-sertaan
Indonesia dalam pasar bebas MEA: Pertama, Pemerintah diminta terus meningkatkan
ekspor produk lndonesia ke luar negeri. Kedua, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) mengharap agar mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah. Selama ini
para pelaku UMKM mengkhawatirkari pernberlakuan MEA justru akan membuat
mereka tersingkirkan. Ketiga, iklim investasi diharapkan akan diberi kemudahan agar
investasi jangka panjang, terutama Foreign Direct Investment (FDI) itu harus dapat

betul-betul bisa dilakukan. Keempat, Pemerintah juga diminta mem-buka lapangan
pekerjaan seluas-luasnya, sefia meningkatkan berbagaijeriis usaha padat karya.

Terutama di bidang dana desa di mana unruk pekerjaan yang dilakukan oleh Kemente-
rian Desa, Pembangunan Desa Terlinggal dan Transmigrasi (Kemendes) di tingkat desa

harus tetap dilakukan dilakukan secara padat karya melibatkan banyak orang bahkan
diharapkan untuk lebih banyak menampung tenaga kerja.

Penlnsalahan: Bagaimana dapat tetap bahkan lebih mernberikan peluang kerja bagi TKI
dibandingkan terhadap TKA di Era MEA ini?

Kata kunci: TKI - TKA - Perlindungan hukum - Peluang Kerja - MEA.

PENDAHTILUAN

Hampir setiap hari ada berita mengenai TKI di luar negeri. Berita sedih lebih men-
dominasi daripada berita baiknya. Hal itu sangat memprihatinkan bangsa Indonesia. Selain
masalah kredit macet, hutang luar negeri, kasus kasus korupsi, nrark up proyek-proyek
Pemerintah, kasus TKI menyerap banyak perhatian, tenaga dan uang. Banyak TKI menderita,
sengsara bahkan kehilangan nyawa di luar negeri pada waktu mengadu nasib untuk mencari
nafkah.
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Pemerintah berupaya untttk rnentberikan perlindulgran bagi TKI. Kasus-kasus yang
nreuitnpa TKI sangat beragam. Iv'lulai dari adanya TKI yang rnor,,L*r..rru ilegal, .d""t;;;;fi
yang tidak dibayarkan. korban penganiayaan, korban pe.kuraan, menjadi pelaku p"n"rrriun,
nrcnjadi pelaku penganiayaan, menjadi pelaku pembunuhan. nrenjadi pelaku bunuh diri,
melarikan diri dari majikan. Kasus TKI sangatlah krusial. Selain keluarga TKI yang kelabakan
dalam men-ehadapi kasus-kasus ini, Pemerintah juga kelabakan dalam melghaclapi kenyataan
ini. Pernerintah harus menyiapkan pengacara dalarn persidangan, menyiapkan fasilitas buat
kepulangan. Oleh sebab ifu, tak henti-hentinya Pemerintah, tokoh masyarakat. LSM dan
akadernisi berkumpul untuk membahas revisi Undang-Undang tentang Perlin<lungan TKI.

Sampai saat ini rnasih berlangsung berbagai ./bcus group clisc'ussion tentang revisi
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri. Negara bertanggung jawab atas segala sesuatu yang menimpa warga
negaranya di manapun warga Negara iru berada.

Tahun 2016 adalah tahun di rnana [ndonesia ikut serta dalarn Masyarakat Ekonomi
ASEAN. Banyak tenaga kerja asing masuk untuk bekeria di Indonesia. Tuiuan adanya
Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah memudahkan satu negara nienjual barang dan jasa ke
negara lain di seluruh Asia Tenggara dengan mensyaratkan penghapusan aturan-atLlran yang
sebelumnya menghalangi perekrutan tenaga kerja asing.

iVIETODE

Penulisan ini dimulai dengan adanya masalah semakin maraknya tenaga kerja asing di
Indonesia, sehin-tga perlu penelitian lebih larrjut bagaimana cara rnemberikan perlindunean
bagi Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di lndonesia maupun di luar negeri dibandingkan
dengan adanya Tenaga Kerja Asing di lndonesia. Pendekatan yang dilakukan adalah:

. Pendekatan perundang-undangan (.stattile approach.).

. Pendekatan konseptual (conc'eprual approach).

PE]\TBAHASAN

Sebenarnya, setiap orang berhak untuk mendapatkan suatu pekerjaan, sebagaimana
dicantumkan di Pasal l, Pasal 3 dan Pasal 2J Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
(DUHAM). Pasal I DUHAM mencantumkan: Semua manusia dilahirkan merdeka dan mem-
punyai martabat dan hak-hak yang sama. Pasal 3 DUHAM mencantumkan bahwa setiap orang
berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorilng. Serta Pasal 23 DUHAM
mencantumkan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan. berhak dengan bebas ntemilih
pekerjaan. Sejalan dengan itu Perjaniian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan

Budaya. 1966, juga mengatur tentang hak unhrk mcndapatkan pekerjaan dalant Pasal 6 dan

Pasal 7-nya. Demikian pula di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 setelah

Amandemen Keempat Sidang Majelis Permusyau,aratan Rakyat 2002. menetap-kan bahrva
tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Di sanrping hak. tentunya ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar hak tersebut
didapatkan. Hal ini mengingat angka kelahiran yang semakin tinggi sehingga laju perlambahan
penduduk lebih cepat daripada kesempatan dan lapangan kerja yang tersedia.

Sempitnya kesempatan menrbuat sebagian besar tenaga kerja kita rnengadu nasib ke
negeri tetangga baik secara legal maupun ilegal sehingga mereka ini bekerja di berbagai sc'ktor.

di sektor fonnal maupun sektor infonnal.
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Dalam suatu negara. tenaga kerja tidak hanl'a berasal dari dalam negeri saja atau yanr
biasa disebut tenaga kerja lokal. Tetapi, juga terclapat tenaga kerja asing yang berasal dai
negara lain. Proses perpindahan seseorang atau kelompok ini ke negara lain dengan tujuan
tertentu didefinisikan sebagai migrasi. Sedangkan migrasi tenaga kerja biasanya didefinisikan
sebagai perpindahan manusia yang rnelintasi perbatasan untuk mendapatkan pekerjaan di
negara asing.l Migrasi memeberikan tantangan bagi negara tujuan karena negara tujuan harus

menyeimbangkan kebutuhan domestik dan pasar tenaga kerja berdasarkan pandangan dan

kebutuhan rakyat mereka sendiri, hak-hak dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri.2

Negara-negara tujuan sering menghadapi rnasalah dengan rnigrasi ilegal, jaringan krirninal
teroganisir yang rnelibatkan perdagangan orang dan penyelundupan orang serta masalah sosial
lainnya. Hal ini pula yangjugadialamioleh Indonesia sebagai salah satu negaratujuan rnigrasi

tenaga kerja.

Indonesia harus memiliki instrumen dan langkah yang tepat dalam menghadapi gernpuran

tenaga kerja asing. lnstrumen kebijakan dalam mengatur penempatan dan perlindungan

terhadap tenaga kerja asing merupakan kew'ajiban bagi negara tujuan migrasi. Komitmen ini
juga sesuai dengan KTT ASEAN ke-12 tahr-rn 2007 tli Cebu. Philipina. Para pernitnpin negara

ASEAN menandatangani Deklarasi Perlindungan dan Promosi Hak-hak Teuaga Kerja.l Para

negara hrjuan maupun negara pengirim tenaga kerja tersebut mendeklarasikan bahwa mereka

akan mengambil langkah-langkah untuk memberikan perlindungan dan mempromosikan hak-

hak tenaga kerja. Sesuai dengan hukum, peraturan, dan kebijakan nasional, negara-negara

anggota ASEAN diminta untuk mengarnbil tindakan yang bermanfaat bagi tenaga kerja dengan

mempromosikan pekerjaan yang layak, manusiawi, produktif, dan bemlartabat dan bergaji
memadai serta menciptakan reintegrasi dan pembanguna program sumber daya manusia bagi

tenaga kerja sekembalinya mereka ke negara masing-masing.a

Bentuk komitmen Indonesia sebagai negara tujuan migrasi tenaga ker.ia, Undang-Undang
Ketenagakerjaan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (UUK) telah

mengatur mengenai tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing yang berada di Indonesia wajib
untuk tuncluk dan dilindungi dalam UUK tersebut. Definisi dari tenaga kerja asing dalarn UUK
yaitu rvarga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di rvilayah Indonesia.s Pada

Bab VII yang mengatur rnengenai peng-etrnaan tenaga kerja asing di Indonesia, menjelaskan
bebcrapa hal yaitu:

- lzin: setiap pernberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki
izin tertulis dari menteri atau pejabat yang dinrnjuk. Hal ini dilakukan agar peng-

gunaan tenaga kerja asing dilaksanakan secara selektifdalam rangka pendaya-gunaan
tenaga kerja lndonesia secara optimal.

- Jangka waktu: setiap tenaga kerja asing hanya dapat dipekerjakan di Indonesia dalam
hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Tenaga ker.ia asing yang

masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang zrtau digantikan oleh tenaga keda

asing lainnya.

roM,2009.

toM,2010.

Deklarasi ASEAN, http:r/wrvrv/aseansec.org/ I 926.1.htm.

ION,'.20r0.

Undang-Undang Nomor l -l Tahun 2003 t!'ntang Ketenagakerjaan
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- Rencana penggunana tenaga kerja asing: pemberi kerja yang menggunakan tenaga
kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga keda asing yang disahkan
oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

- Standar kompetensi: pemberi kerja tenaga asing wajib menaati ketentuan mengenai
jabatan dan standar kompetensi yang berlaku.

- Kewajiban penunjukan tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing : pemebri kerja
wajib menunjuk tenaga kerja warga negara lndonesia sebagai tenaga pendamping
tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari
tenaga kerja asing.

- Larangan menduduki jabatan tertentu: tenaga kerja asing dilarang menduduki
j abatan -j ab atan yang mengurusi personali a dan/atau j abatan tertentu.

- Kewajiban kompensasi: pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap
tenaga kerja asing yang dipekerjakannya.

- Kewajiban memulangkan tenaga kerja asing: pemberi kerja yang memperkerjakan
tenaga kerja asing wajib memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah
hubungan kerja berakhir.

Pada dasarnya pembahasan tentang syarat penggunaan tenaga kerja asing di lndonesia
adalah dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia (tenaga

kerja lokal). Perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia (tenaga kerja lokal) tidak luput
dari berbicara tentang hukum dan hak asasi manusia yang mana hal itu tidak dapat dilepas
pisahkan dari prinsip prinsip negara hukum yang demokratis dan mempunyai ciri ciri tertentu.
Di dalam upaya untuk mengembangkan kehidupan demokrasi sering menimbulkan berbagai
permasalahan karena terkait dengan kebijakan Pemerintah yang berkuasa dan kadang kadang
menafsirkan prinsip prinsip demokrasi dan hak asasi itu, menurut persepsi mereka dan
berhrjuan untuk melindungi kepentingan politik penguasa.

Indonesia adalah sebuah negara hukum yang demokratis, di mana ciri utamanya adalah
legalitas, perlindungan terhadap hak asasi manusia dan peradilan yang bebas dan tidak
memihak. Menurut Dicey, konsep rule of law, mengandung tiga unsur yakni, nrpremation of
law,, equality before the law, danthe constitution based on the individual rtghts. Dengan azas
legalitas berarti semua kegiatan Pemerintahan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang
berlaku. Perlindungan terhadap hak hak asasi manusia harus tercermin dalam berbagai
ketentuan hukum yang berlaku dan harus dapat dilaksanakan atau ditegakkan oleh negara
melalui aparatur penegak hukumnya, individu atau kelompok, melalui aturan hukum dan
masyarakat pada umumnya (lihat Pasal2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia).

Selanjutnya mengenai peradilan yang bebas dan tidak memihak mengandung makna
bahwa penguasa atau Pemerintah maupun pihak lainnya harus bertindak netral dan tidak boleh
mempengaruhi proses proses peradilan yang dilaksanakan oleh lembaga yudisiil. Terkait
dengan masalah HAM maka lembaga lembaga peradilan harus diberdayakan sebagai insffumen
instrumen FIAM itu sendiri.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah Negara
Hukum (lihat Pasal 1 ayat (1) UUD 1945) di mana seluruh aktivitas penyelenggara negara
maupun anggota masyarakat harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.
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Untr"rk menganalisis hubungan antara hukurn dan hak asasi manusia clalam sebuah

negara hukum yang demokrasi, di mana penghargaart dan perlindutlgan terhadap hak-hak asasi

manusia. merupakan hak mutlak dan sE-harusnya menclapat tempat yang layak. Hal itu nyata

baik dalam peraturan penrndangan yang melandasinya, maupun konsep-konsep atau teori-teod
yang rnendukung pertumbuhan dan perkembangarlnya. Berbicara tentang prinsip prinsip

tentang Hak Asasi Manusia, maka hal itu tidak dapat dilepas pisahkan dari Pernyataan Umuql
Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa tahnn 19.18. Deklarasi PBB tentang Hak Asasi

Manusia 1948 dalam Pasal 23 menennrkan:

l. Setiap orang berhak atas pekerjaan, atas pilihan pekerjaan secara bebas, atas

kondisi-kondisi kerja yang adil dan menguntr.rngkan serta atas perlindr.rngan dari
pengangguran

2. Setiap oran-q tanpa diskrirninasi apapun berhak atas upah yang sama unfuk
pekerjaan yang sama.

3. Setiap orang yang bekerja berhak atas imbalan yang adil dan menguntungkan yang

menjamin suatu eksistensi yang layak bagi mafiabat manusia untuk dirinya sendiri

dan keluarganya, dan dilengkapi manakala perlu oleh sarana perlindungan sosial

lainnya.

4. Sc'tiap orang berhak untuk membc'ntuk dan bergabung ke dalarn serikat bunth guna

nreli ndungi kepentingan-kepentingannya.

Hak hak sipil dan politik sebagaimana dituangkan dalam Pernyataan Umum Hak Asasi

Manusia, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. The right to li/b crnd seatritt,o.l'per.son (article 3).

2. The prohibitiort o.f'slaver1, furticle 4).

3. The prohibition o.f'torrure (article 5).

4. The prohibition of artbitr"ary arrest, tletention or exile (tu'ticle 9).

5. The right to a.fitir trial ( article l0).

6. The right to.t'reedom oJ'movemertt (article I j).

7. The right to propertv (article l7).

8. The right to.fi'eedorn of thought, cortscience antl religion (article l8).

9. The right to.fi'eeclont of opinion ang expression hrticle l9).

10. The right to freedorn ancl as.rentblv ontl associution (artic'le 20).

Ll. The right to porticipute in the govenunent.

Di dalarn dokumen dokumen hak asasi manusia yang mllncul pada abad kedua puluh

seperti Dec'larution (Jniver'sul o/'Human Right.t (Piagam PBB 1948) rnempunyai sejumlah ciri
yang mcnonjol yakni:

1. HAM adalah hak yang bersifat universal, yang dimiliki oleh manusia semata mata

karena ia adalah manusia.

2. HAM dianggap ada dengan sendirinya, dan tidak tergantung pengakuan dan pene-

rapannya di dalam sistem adat atau hukum di negara negara tertentu.

3. HAM dipandang sebagai norma nornla yang penting rneski tidak seharusnya ber-

sifat nrutlak dan tanpa perkecualian.



ng

iri

na

4. HAM mengimplikasikan kewajiban bagi individu maupun Pemerintah

Pengaturan tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia harus tercermin lewat tiga
pemberdayaan atas hak hak paling dasar umat manusia yakni:

I. Hak sipil yaitu menyangkut hak setiap warga negara untuk hidup dan mendapat-
kan pekedaan yang layak, serta hak untuk bebas dari rasa takut. Dengan demikian,
sudah semestinya bila penyelenggaraan negara rnerujuk pada azas persamaan dari
setiap warga negaranya.

2. Hak politik adalah kebebasan untuk berserikat menyatakan pendapat dan berorga-
nisasi, memang sudah dijamin oleh negara untuk memperjuangkannya.

3. Hak budaya adalah perlindungan negara atas warganya di dalam mengembangkan
identitas budayanya. Dalam masyarakat yang sudah sangat demokratis apa yang
disebut dengan multiculture society dijadikan pedoman oleh para pengambil
keputusan (Julio Faundez (editor) dalam Didit Hariadi Estiko,2000: 106).

Undang-Undang Dasar 1945, setelah diamandemen ternyata sudah mengatur lebih baik
hak hak asasi manusia di dalam pasal pasalnya karena hak hak anak dan perempuan telah
dicantumkan dan beberapa pasal lain yang terkait dengan masalah kebebasan dalam beberapa
bidang yang merupakan prinsip dasar demokrasi dan hak asasi manusia (Pasal-pasal UUD 1945

tentang HAM semakin diperluas).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia, telah memberikan
rumusan yang cukup baik tentang hak hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999, hak asasi adalah seperangkat hak yang rnelekat pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya, yang wajib
dihormati, dijunjung tingi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang
demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Lihat Pasal I angka I
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga Pasal I angka I
Undang-Undang Nomor 26 T ahun 2000).

Secara spesifik hak asasi mernberikan perlindungan bagi tenaga kerja. Perlindungan dan
penempatan yang layak merupakan hak yang diterima oleh tenaga kerja dan kewajiban bagi
pengusaha dan Pemerintah. Perlindungan dan penempatan diumpamakan seperti dua mata sisi
uang yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan dalam hal ketenagakerjaan. Dalam kamus
besar bahasa Indonesia, perlindungan memiliki definisi sebagai tenpat berlindung dan/atau hal
atau perbuatan melindungi. Menurut Asikin, perlindungan tenaga kerja diklasifi-kasikan
menjadi tiga macam, yaitu:6

- Perlindungan secara ekonomis yaitu perlindungan pekerja dalam bentuk peng-
hasilan yang cukup, termasuk bila tenaga keda tidak bekerja di luar kehendaknya.

- Perlindungan sosial yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kese-
hatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.

- Perlindungan teknis yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan
keselamatan

Perlindungan merupakan hak dasar dan hak utama yang memang haru dipenuhi oleh
pemberi kerja dan Pemerintah. Namun, hal lain yang tidak jauh lebih penting adalah

rsi

h

i

I

I
Asikin, 2002, hal. 76
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penempatan tenaga keria secara baik. Dalani kamus besar Bahasa Indonesia penempataq

merniliki arti sebagai proses, cara, perbuatan menempati atau menetnpatkan. Definisi penern-

patan tenaga kerja dalam Peraturan Menteri adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk

memperoleh pekerjaan dan pemebri kerja dalam pengisian Iowongan kerja sesuai dengan bakat,

minat, dan kemampuan.T Penempatan tenaga kerja memiliki asas-asas dan fi"rngsi.

Penempatan tenaga kerja berfungsi untuk melindungi hak-hak tenaga kerja dan agar

tenaga kerja dapat berada pada pekerjaan/jabatan yang sesuai dengan keahlian, ketrampilal,
bakat, minat, dan kemampuan tenaga kerja dengan memerhatikan harkat, martabat, dan hak
asasi dalam perlindungan hukum. Hukum Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa penempatan

tenaga kerja mencakup:

1. Penempatan tenaga ke{a di luar negeri (TKI) merupakan kegiatan penempatan

tenaga kerja yang dilakukan dalarn rangka mekanisme antar kerja, untuk memper-
temukan persediaan TKI dengan permintaan di pasar kerja di luar negeri. Dengan

ketentuan:

- Negara tujuan memiliki peraturan adanya perlindungan tenaga kerja asing.

- Negara tujuan mempllnyai kemungkinan ke{asama bilateral dengan negara
Indonesia.

2. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri, di afur dalam Pasal 35 ayat ( I ) Undang-
Undang Nomor l3 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pelaksanaan penempatan
tenaga kerja wajib rnemberikan perlindungan sejak rekmtmen sarnpai penernpatan
tenaga kerja.

PENUTUP

Kesimpulan

Adanya rezim baru dalam Masyarakat Ekonorni di Asia Tenggara menyebabkan
longgamya persyaratan masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia sehingga mernpcrsempit
peluang kerja tenaga kerja lndonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Rekomendasi

Untuk mewujudkan perlindungan tenaga kerja Indonesia dalam perspektif hak asasi

manusia, dalam penyelenggaraan Pemerintahan negara seyogyanya dipenuhi beberapa
komponen penting antara lain:

L Pemerintahan berdasarkan hukum.

2. Transparansi dalam pembuatan kebijakan.

3. Pembuat kebijakan yang bertanggungiawab.

4. Birokrasi yang memenuhi syarat.

5. Masyarakat warga yang memiliki kemampuan.

Asas-asas yang terkandung dalam perlindungan hukum bagi tenaga kerja seyogyanya
sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur asas-asas penempatan tenaga kerja
rneliputi:

7 Penncnakeftrans Nonror 7 Tahun 2008.
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l. Terbuka: pemberian informasi kepada pencari kerja secara jelas yang rneliputi jenis
pekerjaan, besarnya upah, dan jam kerja. Hal ini dilakukan untuk meng-hindari
terjadinya perselisihan setelah tenaga ke{ a ditempatkan.

2. Bebas: pencari kerja bebas untuk memilih jenis pekerjaan dan pemberi kerja bebas
untuk memilih tenaga kerja.

3. Objehif: pemberi keda agar menawarkan pekerjaan yang cocok kepada pencari
kerja sesuai dengan kemampuannya dan persyaratan jabatan yang diperlukan, serta
harus memerhatikan kepentingan umum dengan tidak mernihak kepada
kepentingan tertentu.

4. Adil dan setara: penempatan tenaga kerja dilakukan berdasarkan kemampuan
tenaga kerja dan tidak didasarkan ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan aliran
politik.
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